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MOTTO

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka
menyukainya atau tidak”. !
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RINGKASAN

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen
pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak. Tidak ragu lagi, bahwa perbankan telah menunjukkan
pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak Ada masyarakat
modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat mempertahankan
angka pertumbuhan tanpa bank. Bank memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip
kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, keuntungan tersebut didapat dari hasil
selisih bunga antara dana yang masuk dari masyarakat dengan dana yang dikeluarkan,
perinsip kepercayaan ditekankan atau dimaksudkan agar masyarakat sukarela
melakukan transaksi di bank. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap
bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga
ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi
kepercayaan masyrakat. Salah satu penyimpangan dalam dunia perbankan dikenal
dengan istilah fraud. Yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini adalah
tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui,
menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan
Bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah,
atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan
keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis merasa tertarik untuk
mengkaji dan menganalisis secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu
karya ilmiyah yang berbentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Atas Tindakan Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”.
Berdasarkan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah Apakah tindakan
fraud yang dilakukan pegawai bank tidak melanggar prinsip kepercayaan, Bagaimana
perlindungan hukum nasabah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan fraud
yang dilakukan oleh pegawai bank, Apa tindakan yang dilakukan oleh bank terhadap
pegawai bank yang melakukan tindakan fraud. Tujuan dari penelitian untuk
mengetahui dan mengalisa tindakan fraud terkait dengan prinsip kepercayaan dalam
bank, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang dapat dilakukan
untuk mengatasi tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai bank, untuk
mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan bank untuk tindakan
fraud yang dilakukan pegawai bank. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang
bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah pendekatan Undang-undang dan
pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang selanjutnya
hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab
permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.
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Tinjauan Pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang
perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum dan bentuk
bentuk perlindungan hukum. tinjauan juga menguraikan mengenai lembaga keuangan
yang terdiri dari pengertian bank dan bukan bank, nasabah yang terdiri dari jenis
nasabah serta hak dan kewajiban nasabah, pengertian fraud.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah Fraud melanggar prinsip
kepercayaan karena fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang
membuat keadaan bank menjadi tidak sehat, fraud atas dasar kesengajaan atau niat,
dengan tujuan untuk menguntungkan individu maupun organisasi yang melaksanakan
tindakan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya suatu kerugian secara materiil
maupun non materiil perbankan khususnya. Kedua adalah Perlindungan Hukum
Terhadap Nasabah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Tindakan Fraud Yang
Dilakukan Oleh Pegawai Bank secara preventif dan represif. pencegahan fraud
(preventif) meliputi pengendalian secara intern meliputi unsur lingkungan
pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas, pengendalian, informasi, dan komunikasi
dan pemantauan yang dapat meminimalisir adanya tindakan fraud. secara represif
menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.Ketiga adalah
Tindakan Bank Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindakan Fraud dengan
cara melakukan sosialisasi tindakan fraud Melakukan Pengawasan juga merupakan
tindakan yang dapat dilakukan oleh bank untuk tindakan fraud yang dilakukan oleh
pegawai bank.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka, kesimpulan
yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : pertama, Fraud melanggar prinsip
kepercayaan karena fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang
membuat keadaan bank menjadi tidak sehat. Kedua, Perlindungan Hukum Terhadap
Nasabah Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Tindakan Fraud Yang Dilakukan
Oleh Pegawai Bank secara preventif dan represif. Ketiga, Tindakan Bank Terhadap
Pegawai Bank Yang Melakukan Tindakan Fraud dengan cara melakukan sosialisasi
tindakan fraud dan Melakukan Pengawasan. Saran yang diberikan penulis kepada
nasabah untuk menghindari tindakan fraud yaitu Hendaknya bagi nasabah untuk
menghindari tidakan fraud yang dilakukan oleh pegawai bank lebih baik
memperhatikan dan mencari setiap informasi terlebih dahulu untuk menggunakan
jasa bank tersebut. Penulis juga menyarankan Hendaknya bagi pihak bank sebagai
lembaga yang di percayai nasabah tidak lalai dalam pengawasan bank serta memberi
contoh itikad baik pada pegawai bank agar tidak melakukan tindakan fraud yang
dapat merugikan pihak bank ataupun pihak nasabah agar bank dapat menjamin rasa
aman dan nyaman terhadap nasabah.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen
pembangunan (agent of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak. Tidak ragu lagi, bahwa perbankan telah
menunjukkan pelayanan khusus dan bermanfaat terhadap masyarakat dan tidak
Ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau bahkan dapat
mempertahankan angka pertumbuhan tanpa bank.? Menurut pasal 1 angka 2
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah sebuah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lain dengan
tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip kepercayaan yang
diberikan oleh masyarakat, keuntungan tersebut didapat dari hasil selisih bunga
antara dana yang masuk dari masyarakat dengan dana yang dikeluarkan, perinsip
kepercayaan ditekankan atau dimaksudkan agar masyarakat sukarela melakukan
transaksi di bank, bank memiliki fungsinya antara lain sebagai perantara pihak-
pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of fund) dengan pihak pihak yang
kekuragan dan memerlukan dana (lack of funds) serta melayani kebutuhan
pembiyaan dan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian

masyarakat.?

2 Afzalur Rahman. Economic Doctriness Of Islam. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,
1996). HIm 338.

3 Muhammad Djumhanna. Hukum Perbankan Di Indonesia. (Bandung : Citra Aditya,
2006) HIm 101.
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serta Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah
harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum
pegawai bank yang tidak bertanggungjawab dan merusak sendi kepercayaan
masyrakat.*

Bagi dunia perbankan keberlangsung perusahaan sangat bergantung dari
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hilangnya kepercayaan dari
masyarakat (nasabah) kepada bank akan berdampak buruk bagi keberlangsungan
kegiatan bank, sehingga pelayanan kepada masyarakat (nasabah) merupakan
faktor yang penting bagi perkembangan insitusi kegiatan yang menyangkut uang
masyarakat dan keparcayaan yang diberikan, maka setiap periode dilakukan
penilaian tentang kesehatan suatu bank, bagi bank yang dinyatakan tidak sehat
untuk beberapa periode, maka disarankan untuk melaksanakan penggabungan
dengan bank lain.

Kesehatan suatu bank akan terganggu apabila pada suatu bank tersebut ada
suatu penyimpangan didalam suatu bank tersebut, Salah satu penyimpangan
dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah fraud. Yang dimaksud dengan
Fraud dalam ketentuan ini adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang
sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah,
atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana
bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian
dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung
maupun tidak langsung.®

Salah satu kasus rill fraud adalah 4 (empat) pegawai Bank Artha Graha
cabang Pangkalpinang, 4 (empat) pegawai tersebut memanipulasi data serta
memalsukan dokumen. Caranya uang muka dari nasabah bank di bayar Rp 6,5
juta namun hanya di setorkan 4 juta sisanya mereka ambil tanpa disetorkan.

“lbid. HIm 337.

5 Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2012). Him 47.

® Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti
Fraud Bagi Bank Umum.
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Kurigian total dari 70 nasabah yang dirugikan mencapai Rp 300 jt lebih dan
telah berjalan selama 3 bulan.’

Berdasarkan berita dalam hukum.online.com yang mengatakan bank yang
telah memiliki strategi anti fraud, namun belum memenuhi acuan minimum, dan
wajib menyesuaikan serta menyempurnakan strategi anti fraud yang telah
dimiliki. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, bank perlu
menerapkan manajemen risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, setidaknya
mencakup pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi,
pertanggungjawaban, pengedalian dan pemantauan. Strategi anti fraud yang
dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud, memiliki empat pilar
yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan saksi serta pemantauan,
evaluasi dan tindak lanjut. Fraud sering diartikan sebagai perbuatan curang yang
dilakukan dengan berbagai cara licik dan bersifat curang serta sering tidak
disadari oleh korban yang dirugikandemi mendapatkan keuntungan bagi pelaku
yang melakukan fraud tersebut dan di bidang perbankan, fraud dapat diartikan
sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal (sistem dan prosedur) dan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku demi kepentingan pribadi atau pihak
lain yang berpotensi merugikan bank, baik material maupun moril sehingga
adanya perlindungan Hukum bagi nasabah terhadap fraud di perlukan.®

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis
melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan Fraud Yang
Dilakukan Oleh Pegawai Bank”.

7 http://www.google.com/amp/bangka.tribunnews.com/amp/2018/03/21/sudah-4-
tersangka-kasus=penggelapan-dana-nasabah-di-bank-artha-graha-terus-berlanjut. Diakses tanggal
29 april 2018 pukul 15.21 WIB

8 http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4eea0f243acda/bi-keluarkan-surat-edaran-anti-
fraud
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1.2. Rumusan Masalah

1.

Apakah tindakan fraud yang dilakukan pegawai bank tidak melanggar
prinsip kepercayaan ?

. Bagaimana perlindungan hukum nasabah yang dapat dilakukan untuk
mengatasi tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai bank ?

. Apa tindakan yang dilakukan oleh bank terhadap pegawai bank yang

melakukan tindakan fraud ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil serta

agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu adanya tujuan. Tujuan

yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiyah dalam bentuk skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan

guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Jember ;

. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu

1.3.2.

hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari skripsi ini adalah :

. Untuk mengetahui dan mengalisa tindakan fraud terkait dengan prinsip

kepercayaan dalam bank;

. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang dapat

dilakukan untuk mengatasi tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai
bank;

. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dilakukan

bank untuk tindakan fraud yang dilakukan pegawai bank.
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1.4 Metode Penelitian

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode,
karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode berarti penyelidikan yang
berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk
mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan.
Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan
tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh
karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang
dipakai oleh ilmu tertentu.® Suatu penelitian karya tulis ilmiah tidaklah pernah
terlepas dari yang namanya suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan
suatu dasar dalam menganalisa suatu permasalahan yang ada agar bisa
memperoleh kesimpulan akhir yang mendekati kebenaran objektif dan nantinya
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait metode penelitian yang
dimaksud tersebut meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan

analisis hukum.

1.4.1 Tipe penelitian

Peneltian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang
timbul, oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam
kerangka know-how di dalam hukum.® Dalam melakukan suatu penelitian hukum
dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan
penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian
memberikan pemecahan atas masalah tersebut.!! Sebagai konsekuensi pemilihan
topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah
permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian
yuridis normatif (legalresearch), yakni penelitian yang difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa sistem kewarisan dalam

°Johnny Ibrahim. Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang:
Bayumedia Publishing, 2008). HIm 294.

10 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum ,Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2005). HIm 83.

11bid. HIm 60.
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pengaturan warisan anak luar kawin khususnya anak sumbang terhadap harta
kekayaan ayah biologis dalam aturan yuridis yang terdapat dalam KUHPerdata,
hukum islam dan Hukum adat sebagai bahan perbandingan yang dapat ditarik

kesimpulan pada akhirnya.

1.4.2 Pendekatan Penelitian
Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana

dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.'? Terkait hal

tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Konseptual ( Conceptual approach)
Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan
dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu Hukum.Dengan tujuan
untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum dan asas-asas Hukum yang relevan dengan isu hukum.
Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan konseptual
beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktin yang berkembang
dalam ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep Hukum dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran
dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang
dihadapi.*®

2. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi
peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu
Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang

dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang, serta

12 1bid. HIm 133.
13 1bid. HIm 95.
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membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang
ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan
dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara

Undang-Undang dengan isu Hukum yang dihadapi.**

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan permasalahan atau
isu hukum dan sekaligus memberikan suatu preskripsi terkait apa yang dibutuhkan
dalam penelitian. Berkaitan dengan bahan Hukum tersebut maka yang digunakan
terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum

Sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif,
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum Primer terdiri dari Peraturan
Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*® Adapun bahan hukum yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan;
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang

Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum;
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 tentang
Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan

P~ w

Nasabah Prima.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi,*® yaitu berkaitan dengan buku-buku teks

14 1bid. HIm 133-134.
15 1bid. HIm 181.
18 1bid. HIm 181.
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(textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer),
jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,
dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan dengan topik
penelitian.!” Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan atau isu hukum yang
dibahas serta berupa, pendapat para sahabat dan ulama, serta Mazhab-mazhab, hal
ini merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan Hukum
Primer dan Sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Sekunder, yaitu
bahan-bahan yang di ambil dari media konvensional maupun digital, buku-buku

non Hukum yang relevan, hasil diskusi dan lain sebagainya.

1.5 Analisa Bahan Hukum
analisa bahan Hukum merupakan suatu metode atau cara menemukan

jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses tersebut dilakukan dengan

beberapa tahap, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta Hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan
untuk menetepkan isu Hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan Hukum dan bahan-bahan non Hukum yang
sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu Hukum;

3. Melalukan telah atas isu Hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpilkan;

4. Menarima kesimpulan dalam bentuk argumenstasi yang menjawab isu
Hukum;

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun

didalamkesimpulan.8

17 Johnny Ibrahim. Op.cit. HIm 296.
18 peter Mahmud Marzuki. Op.cit. HIm 171.
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Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengelolaan
bahan-bahan Hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun
secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu
setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya
adalah norma hukum yang bersaran logika deduksi.

Langka-langka dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan
sebuah analisa bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang
menggunakan tipe penelitian jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas dan
dibentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode
yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau
suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang
bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Dari hasil analisa tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan
jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam prnulisan skripsi ini. Oleh karena itu
yang diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan argument baru untuk

memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang di ajukan.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata
lindungi yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan
membentengi.!® Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk
memaksakan sesuatu kepada seseorang melalaikan untuk melindungi kepentingan
manusia. Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna
menjamin hak-hak masyarakat. Fizgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi
kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya
secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak
dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak.?® Kepentingan masyarakat
menurut Salmond seperti dijelaskan fizgerald, merupakan sasaran dari hak, bukan
hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya vinculum juris,
yaitu pengakuan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kewajiban.?:

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah suatu
kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek
hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan
eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya
secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi,
khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun

struktral.??

19 Daryanto. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan
Yang Disempurnakan (Eyd) Pengetahuan Umum. (Surabaya: Apollo Lestari, 1994). HIm 373.

20 Dyah Ochtorina Susanti. Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum. Disampaikan Di Program
Pasca Sarjana Illmu Hukum Universitas Kediri (Uniska). Kediri, 3 Desember 2011. Him 1.

21 1bid. Him 2.

22 1bid. Him 3.

10
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Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua, vyaitu:
pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
suatu sengketa, yang memberikan rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau
pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif, yang sangat
besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan
bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan diskresi. Kedua, perlindungan hukum represif, bertujuan
untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum
bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.?

Menurut Barda Nawawi Arief, adalah terpenuhinya hak-hak dan kewajiban
seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut,
menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan
kepada masyarakat sebagai konsekuwensi logis dari teori kontrak sosial dan teori
solidaritas sosial.?*

E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia
berpendapat, bahwa untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap
memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya pedoman untuk dipakai tentang
apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan
adalah “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu
masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.?®

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum berbagai

upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

2 1bid. Him 3.

24 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). HIm 54.

%5 R. Soeroso. Pengantar llmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). HIm 35.
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rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman
dari pihak manapun.?

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan
kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan asas

keadilan dan kesetaraan hukum.

1.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan hukum

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-
institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-
lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Sejalan
dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa
Hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang
paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak
hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut
Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai
keadilan, maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium
untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan dibidang ekonomi.
Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum badan atau rechtspersoon.
Badan Hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan
kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum melindungi
kepentingan seseorangan dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk
tindak dalam rangka kepentingan merupakan sasaran dari hak mengandungan unsur

perlindungan dan pengakuan.?’

%6 Sajipto Rahardjo. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. (Jakarta: Kompas, 2003). HIm
74.
27 Satjipto Rahardjo. llmu Hukum. Cet. Vi (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006). HIm 54.
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Menurut Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2

yaitu : 28

1. Perlindungan hukum yang preventif yaitu Perlindungan hukum ini memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga,
perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat
besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah
untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan atau diminta
pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut;

2. Perlindungan hukum yang represif yaitu Perlindungan hukum ini berfungsi untuk
menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai
badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang
dikelompokkan menjadi 3 yaitu : 2°
a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dewasa ini dalam praktek telah

ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan
umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa;

b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi
penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah
dalam hal banding. Lembaga banding tersebut menangani permintaan banding
terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang telah merasa dirugikan
oleh tindakan pemerintah lainnya. Lembaga ini berwenang untuk merubah
bahkan membatalkan sutau tindakan dari pemerintah tersebut;

c. Badan-badan khusus, badan yang terkain dan berwenang untuk menyelesaikan

suatu sengketa. Badan khusus tersebut antara lain kantor urusan perumahan,

Bhttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://erepo.unud.ac.id/9833/3/0
beOef7d5a3081532e17e5236d8ff561.pdf&ved=2ahUKEwiCI83J3uHaAhWHr48KHfilA2wQFjABeg
QIBxAB&usg=A0VvVawlKFhbOtRalValAMO50IXTE. Diakses tanggal 29 april 2018 pukul 15.50
wIB

29 1hid.
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pengadilan kepegawaian, badan sensor film, panitia urusan piutang negara,

peradilan administrasi negara.

2.2. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan menurut pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 14
Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan, lembaga keuangan adalah semua
badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari
masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Menurut Abdul
Kadir Muhammad, lembaga keuangan yaitu Badan usaha yang mempunyai kekayaan
dalam bentuk asset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa asset keuangan inin
digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana
untuk membiyai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan
bukan pembiayaan.*

Lembaga Keuangan terdiri dari dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan
lembaga bukan bank. pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari
pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana
(lack of funds), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah
sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary). Tetapi meskipun
demikian kedua jenis lembaga keuangan tersebut mempunyai derivasi-derivasi

menurut fungsi dan tujuannya.®!

2.2.1 Bank

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

%Neni Sri Imaniyati. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. (Bandung, Refika Ditama,
2010). HIm 3.
31 Muhammad Djumhanna. Op.cit. HIm 67.
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Menurut Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan
bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam
menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan
adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank
dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaan secara teratur
menyediakan uang untuk pihak ketiga.®> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
bank adalah badan usaha dibidang keungan yang menarik dan mengeluarkan uang di
masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dilalu lintas pembayaran dan
peredaran uang.

Menurut O.P Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga
keungan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun memberikan kredit dan
jasa. Adapun pemberikan kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun
dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan
alat-alat pembayaran baru berupa uang.*®

Menurut Kasmir, bank dikenal sebagai lembaga keungan yang kegiatan
utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga
dikenal sebagai tempat untuk menekar uang, menindahkan uang atau menerima
segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak,
uang perkulihan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keungan
menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di Negara maju bank merupakan
kebutuhan utama bagi masyaarakat setiap kali bertranksaksi.3*

Menurut Abdurrachman, perbankan (banking) pada umumnya adalah kegiatan
dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrument-instrument lainnya yang
diperdagangkan. Penerima deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk

mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau

32 Sybrandus Johannes Fockema Andrease, Nikolaas Agbert Algra, H.R. W. Gokkel,
Rechtsgeleerd Handwoordenboek. Indonesia & Dutch,Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-
Indonesia.(Bandung : Bina Cipta 1977). Him 40.

33 0.P. Simorangkir. Seluk Beluk Bank Komersial. (Jakarta : Aksara Persada Indonesia,1998).
Him 10.

$Kasmir. Op.cit. HIm 23.
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tanpa barang-barang tanggungan penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan

untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahan alat

pembayaran, instrument yang dapat di perdagangkan, atau benda-benda lainnya yang
mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang beraturan.®
Melihat praktek operasional perbankan dapat dibedakan berbagai jenis bank.

Jenis bank secara teoritas ditentukan dari segi fungsinya, kepemilikannya, Dari segi

aspek cara menetukan harga, Dari segi status dan kedudukannya dan segi penciptaan

uang giral.
Dari segi fungsi serta tujuan usahanya, bank memiliki 4 (empat) jenis bentuk
yaitu ;3¢

1. Bank Sentral (Central bank) adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers
bank pimpinan penguasaan moneter mendorong dan mengarahkan semua jenis
bank yang ada;

2. Bank Umum (Commercial bank) yaitu bank milik Negara, swasta, maupun
koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam
bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan
kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum kerena bank tersebut
mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan
yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (spread);

3. Bank Tabungan (Saving Bank) yaitu bank baik baik milik Negara, swasta,
maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima
simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama sedangkan
usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga;

4. Bank Pembangunan (Devalopmrnt Bank) yaitu bank baik milik Negara, swasta,
maupun koperasi, baik pusat ataupu daerah, yang dalam pengumpulan dananya

terutama menerima simpanan dalam deposito, dan atau mengeluarkan kertas

3 Santosa Sembiring. Hukum Perbankan. (Bandung : Mandar Maju, 2012). HIm 1.
% 1bid. HIm 1.
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berharga jangka menengah, dan panjang, sedangkan uasahanya terutama
memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
Dari segi kepemilikannya, kita mengenal ada empat jenis, yaitu :3’
Bank milik Negara;
Bank milik Pemerintahan Daerah;
Bank milik Swasta baik dalam negeri maupun asing;
Bank Koperasi.

Dari segi status dan kedudukannya : Status dan kedudukan bank di ukur dari

kemampuannya dalam melayani masyarakat yang terdiri dari jumblah produk yang di

tawarkan, modal serta kualitas pelayanannya terdiri atas:®

1.

Bank Devisa

Yaitu bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan
dengan mata uang asing, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri,
travelers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit dan transaksi
lainnya;

Bank Non Devisa yaitu bank yang belum memiliki ijin untuk melaksanakan
transaksi ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh bank devisa. Sehingga
transaksi yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri.

Dari segi aspek cara menentukan harga. Jenis bank dilihat dari aspek

menentukan harga, baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi menjadi dua

yaitu:3°

1.

Bank Konvensial, yaitu bank yang melaksakan Prinsip Konvensional yang

menggunakan dua metode yaitu;

a. Menentukan bunga sebagai harga,baik untuk produk simpanan seperti giro,
tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang
diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu;

37 Muhammad Djumhanna. Op.Cit. HIm 75.
38 Martono. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. (Yogyakarta : Ekonomi, 2002). HIm 30.
#¥bid. HIm 30-31.
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b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan
berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan
biaya ini disebut fee based.

2. Bank Syariah (bank bagi hasil) yaitu bank yang beroperasi dengan Prinsip-prisip
syariah islam.

Dari segi penciptaan uang giral, ada dua jenis yaitu :4°

1. Bank Primer yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan
masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang
dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum;

2. Bank Sekunder, yaitu bank bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui
simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai
perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak di bank
sekunder, adalah bank tabungan, bank pembangunan, bank hipotik, yang sekarang
ada di Indonesia adalah berupa bank perkreditan rakyat, semuanya bank tersebut

tidak boleh menciptakan uang giral.

2.2.2. Bukan Bank

Lembaga Keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan
di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai
perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayanan, dan usaha penyertaan
modal, semuanya itu dilakukan secara langsung melalui penghimpun dana terutama
dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dengan demikian lembaga keuangan
bukan bank beroperasi lebih banyak di pasar uang dan modal. Adapun dana yang
diperoleh bersifat jangka panjang dan disalurkannya kepada masyarakat terutama
guna pembiyaan pembangunan-pembangunan industri, dan prasarananya serta
pembangunan ekonomi lainnya. Sebagai lembaga keuangan bukan bank, tidak
diperkenankan menerima simpanan baik berbentuk giro, deposito, maupun tabungan.

Penghimpunan dana hanya dapat dilakukan dengan pengerluaran kertas berharga.

40 Muhammad Djumhanna. Op.Cit. HIm 75.
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Dana yang terhimpun dari dalam negeri tersebut tidak diperkenankan di investasikan
diluar negeri.*

Segi usaha pokok yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank, maka
kita mengenal dua sektor yang digelutinya. Pertama sektor pembiyaan pembangunan
berupa pemberian kredit jangka menengah/panjang serta melakukan penyertaan
modal, dan yang kedua berupa usaha yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti memberikan pinjaman kepada
masyarakat berupa penggadaian.

Segi sektor yang digelutinya berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam
bidang bidang tertentu, maka secara garis besar lembaga keuangan bukan bank terdiri
dari beberapa jenis, yaitu :42
1. Perusahaan Asuransi.

Usaha asuransi, adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana
masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan
kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuran terhadap kemungkinan
timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau
meninggalnya seseorang. Adapun dana yang terkumpul kemudian disalurkan bagi
tujuan investasi. Investasi perusahaan asuransi dapat dilakukan dalam bentuk :
deposito berjangka dan sertifikat deposito, pembelian surat surat berharaga,
penyertaan langsung; bangunan dan tanah, pinjaman hipotik dan pinjaman polis;
2. Perusahaan Induk (Holding Company).

Berupa bentuk perusahaan yang memegang saham anak perusahaan dengan
aktivitas utama menjalankan sekelompok perusahaan.Sifat asetnya, adalah
berjatuh tempo jangka panjang serta berbentuk ekuiti. Sedangkan passivanya

berbentuk saham-saham, dan surat surat utang yang jatuh tempo jangkapanjang;

41 Iswardono Sp. Uang Dan Bank, Edisi Keempat Cetakan Pertama. ( Jogyakarta : Bpfe,
1991). HIm 71.
“1bid. HIm 71.
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3. Perusahaan Keuangan.

Berupa bentuk perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan konsumen.

Kekayaannya berbentuk sewa beli dan berjatuh tempo jangka pendek, menengah

atau berjangka waktu panjang. Sedangkan sifat-sifat pasivanya, adalah berbentuk

promes yang berjangka menengah;
4. Penyelenggara Dana Pansiun.

Usaha dana pensiun adalah mengelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun. Adapun jenis penyelenggara dana pansiun, yaitu :*

a. Dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang
atau badan yang memperkerjakan karyawan;

b. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh
bank, atau perusahaan asuransi jiwa. Kekayaan yang terkumpul dari peserta
dana pensiun ini, oleh penyelenggaran dikembangkan dengan jalan
menginvestasikannya dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, hasil
investasi, serta tingkat likuiditas, dari jenis investasi yang dilakukan. Adapun
investasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara dana pensiun meliputi
bentuk investasi : deposito berjangka dan sertifikat deposita, saham, obligasi,
dan surat berharga lainnya yang tercatat di bursa efek di Indonesia, kecuali
opsi dan warrant, surat berharga pasar uang, penempatan langsung pada
saham atau surat pengakuan hutang, dan investasi terhadap tanah, dan
bangunan di Indonesia.

5. Perusahaan yang memberikan potongan/diskonto.

Perusahaan ini bergerak dalam kegiatan alat alat pasar uang yang tipe asetnya

adalah instrument pasar uang yang berjatuh tempo jangka pendek. Sedangkan

sifat-sifat passivanya adalah berbentuk surat surat utang, dan pinjaman yang

berjatuh tempo jangka menengah;

43 Muhammad djumhana. Op.Cit. HIm 67.
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6. Perusahaan memutar kredit.
Perusahaan yang mengorganisasikan kelompok-kelompok kredit yang berputar
diaman sifat asetnya adalah berjatuh tempo jangka pendek, dan berbentuk
perputaran. Sedangkan sifat-sifat pasivanya adalah juaga bertipe perputaran yang
berjatuh tempo jangka pendek;

7. Pegadaian.
lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan pinjaman kepada perorangan. Kredit
atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai barang jaminan yang
diserahkan. Perusahaan bentuk pegadaian ini mempunyai asset yang berjatuh
tempoh pendek, adapun pasivanya berbentuk modal sendiri yang jatuh tempo

jangka panjang.

2.3 Nasabah

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, nasabah adalah pihak yang
menggunakan jasa bank. Menurut kamus Perbankan, nasabah adalah orang atau
badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.** Nasabah
menurut Kamus Besar Indonesia adalah:* orang yang biasa berhubungan dengan atau
menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), orang yang menjadi tanggungan

asuransi, dan Perbandingan (pertalian).

2.3.1 Jenis Nasabah
Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana
dan pemberian dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa berbankan yang

utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 Angka 16

4 Saladin Djaslim. Manajemen Pemasaran. (Bandung: Linda Karya, 2002). HIm 2.
4 Http://lwandah.Blogspot.Co.ld/2010/04/Pelayanan-Nasabah.HtmI?M=1 Diakses Tanggal
29 April 2018 Pukul 16.10 WIB.
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Undang-Undang Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah
pihak yang menggunakan jasa bank.
kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam
bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang
bersangkutan;

b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Nasabah Deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank,
misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito;

2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan,
misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya;

3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in
customer), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di
luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).*®

Ada dua masalah dominan yang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan.
pengaduan soal produk perbankan, seperti ATM (Automatic Teller Machine), Kartu

Kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk perbankan terkait

dengan janji hadiah dan iklan produk perbankan dan pengaduan soal cara kerja

petugas yang tidak simpatik dan kurang profesional khususnya service, dan satpam.*’

2.3.2 Hak dan Kewajiban Nasabah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak atau huk adalah wewenang

hukum. Menurut buku Etika (K. Bertens), hak bisa diartikan sebagai tuntutan

4Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya. (Bandung :
Citra Aditya Bakti,2000). HIm 32-33.

47Sudaryatmo. Hukum Dan Advokasi Konsumen. (Bandung : citra Aditya Bakti,1999). HIm
19-20.
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seseorang dan kelompok yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum. Hak adalah
wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut seseuatu yang
dikehendakinya sesuai dengan kebenaran menurut hukum yang sah. Menurut kamus
besar bahasa Indonesia, kewajiban merupakan suatau yang harus dilaksanakan,
keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau juga tugas dan hak tugas menurut
hukum.*®
Ketentuan yang berlaku dalam praktik perbankan bahwa nasabah yang akan
menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan ‘cuma-cuma’.
Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut.
Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank
menurut produk perbankan yang ada. Nasabah juga memiliki hak secara spesifik,
yaitu: 4°
1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk
perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena
tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui costumer service-nya, maka
sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan
kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah
mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.>®
2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito
yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Nasabah berhak untuk :°!
a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu
ATM,;
b. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank;

¢. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah;

48 Https://Fortunation.Wordpress.Com/2012/03/20/Hak-Dan-Kewajiaban/. Diakses Tanggal 03 April
2018. Pukul 11.20 WIB
4% Lukman Santoso Az. Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank. (Yogyakarta : Pustaka
Yustisia, 2011). HIm 94.
% 1bid. HIm 95.
51 Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. (Bandung: Mandar Maju, 2008). HIm 64.
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d. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas;
e. Mendapat jasa uang pelelangan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit
yang tidak dibayar.
Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank :°?
1. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai
dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah.
2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
3. Menyetor dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana
awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan.
4. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank.

5. Menyerahkan buku cek atau giro bilyet atau tabungan.

2.4. Fraud
2.4.1. Pengertian Fraud

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi
Anti Fraud bagi Bank Umum pada tanggal 9 Desember 2011, fraud didefinisikan
adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengajan dilakukan untuk
mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi
dilingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan
bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh
keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.>

Menurut Association Of Certified Fraud Examiner (ACFE), fraud adalah
penggunaan pekerjaan yang dimiliki untuk memperkaya diri melalui penyalahgunaan
asset atau sumber daya organisasi secara sengaja.>* Menurut The Institute Of Internal

Auditor (I1A) menyatakan fraud adalah segala tindakan illegal yang ditandai dengan

52 1bid. HIm 64.
53 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor. 13/28/Dpnp Tentang Penerapan Strategi Anti

Fraud Bagi Bank Umum. Tertanggal 19 Desember 2011.

%4 Ardeno Kurniawan. Fraud Di Sector Public Dan Integritas Nasional. (Yogyakarta: Spfe,
2014). HIm 9.
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penipuan, penyamaran atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, asset,
jasa, menghindari pembayaran meaupun menghindari kerugian atau untuk
memperoleh keuntungan bisnis atau pribadi.*®

Menurut Ardeno Kurniawan, fraud adalah bentuk nyata dari kelicikan yang
dilakukan oleh satu atau sekelompok orang agar mendapatkan keuntungan dengan
cara memberikan data dan informasi yang telah dimanipulasi kepada korban fraud.®

Hakikatnya, fraud dalam sektor bank dibutuhkan pengaturan dan pengawasan
bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai
kepentingan dengan bank. tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah
menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu
perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang
secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti
kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia. Walaupun
sudah ada peraturan tentang pengawasan bank, namun sampai saat ini, masih banyak

terjadi kasus fraud dalam dunia perbankan yang tentu saja merugikan nasabah.®’

% bid. HIm 9.

% 1bid. HIm 7-8.
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1998, Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank
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BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut, yaitu

1. Fraud melanggar prinsip kepercayaan karena fraud merupakan suatu perbuatan
melawan hukum yang membuat keadaan bank menjadi tidak sehat, fraud yang
dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi, atas dasar
kesengajaan atau niat, dengan tujuan untuk menguntungkan individu maupun
organisasi yang melaksanakan tindakan tersebut dan dapat mengakibatkan
timbulnya suatu kerugian secara materiil maupun non materiil yang dialami
oleh instansi atau perusahaan perbankan khususnya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Dapat Dilakukan Untuk
Mengatasi Tindakan Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank secara
preventif dan represif, secara preventif artinya merupakan suatu pencegahan
sebelum terjadinya tindakan fraud. pencegahan fraud meliputi pengendalian
secara intern meliputi unsur lingkungan pengendalian, penaksiran resiko,
aktivitas, pengendalian, informasi, dan komunikasi dan pemantauan. secara
represif artinya tindakan yang akan diambil apabila terjadinya tindakan fraud
menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
Penggolongannya dapat digolongkan menjadi empat (4) macam golongan,
yakni: tindakan fraud yang berkaitan dengan perizinan, tindakan fraud yang
berkaitan dengan rahasia bank, tindakan fraud yang berkaitan dengan

pengawasan dan pembinaan, fraud yang berkaitan dengan usaha bank.

59
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3. Tindakan Bank Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindakan Fraud
dengan cara melakukan sosialisasi maupun memberikan contoh-contoh
tentang kasus penyimpangan tindakan fraud yang pernah terjadi dilingkup
dunia perbankan, serta melakukan sosialisasi tentang undang-undang
perbankan yang masih berlaku, seperti undang-undang nomor 10 tahun 1998
tentang perbankan, Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan maupun Undang-Undang terkait. Melakukan Pengawasan juga
merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh bank untuk tindakan fraud
yang dilakukan oleh pegawai bank, pengawasan bank tersebut terdiri atas 3
(tiga) unsur pokok, yaitu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh
regulator, pengawasan internal oleh manajemen dan pengawasan oleh

masyarakat (market discipline).

4.2 Saran

1. Hendaknya bagi nasabah untuk menghindari tidakan fraud yang dilakukan
oleh pegawai bank lebih baik memperhatikan dan mencari setiap informasi
terlebih dahulu untuk menggunakan jasa bank tersebut, agar lebih
memahami dan mengerti serta mempercayai bank yang telah dipilih untuk
untuk mengambil keputusan menggunakan jasa bank tersebut dan apabila
terjadi sengketa dengan pihak bank nasabah tidak akan mengalami kerugian
di masa yang akan datang serta nasabah akan merasa aman nyaman untuk
melakukan transaksi di bank yang bersangkutan. Serta senantiasa untuk
selalu memberikan informasi atas kerugian yang dialami nasabah dalam
bentuk pengaduan, sehingga bank akan lebih cepat tanggap dalam
menyelesaikan masalah.

2. Hendaknya bagi pihak bank sebagai lembaga yang di percayai nasabah tidak
lalai dalam pengawasan bank serta memberi contoh itikad baik pada
pegawai bank agar tidak melakukan tindakan fraud yang dapat merugikan
pihak bank ataupun pihak nasabah. Bank harus menjamin rasa aman dan
nyaman bagi nasabah dalam melakukan transaksinya sesuai rasa percaya

yang telah nasabah berikan kepada bank tersebut.
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